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Sistem gilir ganti sawah adal ah pola penguasaan tanah sawah menurut hukum adat bagi ahli waris
perempuan secara bergilir ganti dalam menggunakan atau pemakaiannya untuk mendapatkan hasilnya.
Adanyasistem ini adalah pengaruh sistem kewarisan yang membedakan antara harta berat dan ringan.
Banyaknya peserta dan persilangan gilir ganti sawah mempengaruhi pergerakan sistem dan masa tunggu
setiap peserta mendapatkan gilirannya. Pada saat ini Sistem gilir ganti sawah sudah tidak efektif dan
fleksibel lagi karena bekerja diatas lapisan ke 3 dan persilangan melebihi dari 3 generasi. Keadaan ini
diperburuk dengan luas sawah yang sangat kecil, sehingga produktivitasnyatidak layak untuk mencukupi
kebutuhan sebuah keluarga petani.

Penguasaan dan pemilikan sawah gilir ganti tidak sepenuhnya pada anak perempuan, walaupun ahli waris
adalah anak perempuan tapi mereka harus memenuhi beberapa persyaratan, sehingga menimbulkan
pemilikan barsyarat. Dalam prakteknya pengaturan, peruntukan dan kebijakan berada pada anak laki-laki.
Walaupun ahli waris adalah anak perempuan, tapi bila dijual anak |aki-laki mendapat bagian. Sehingga pola
penguasaan dan pemilikannya tidak tegas. Sistem perwarisannyatidak sesuai dengan Pasal 9 UUP, dimasa
dalam perwarisan kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sederajat, sedangkan di Kerinci anak laki
laki sebagai ahli waristidak mendapat bagian atas tanah sawah gilir ganti. Ketidak tegasan kepemilikan
menyebabkan tidak terdapatnya kepastian hakum, dan sampai sekarang tidak ada bukti kepemilikan baik
secara Hukum Adat maupun UUPA (sertifikat), satu - satunya tanda yang dijadikan bukti kepemilikan
adalah ranji.

Walaupun tidak efektif, produktif, dan tidak adanya kepastian hukum, masyarakat Kerinci tetap
mempertahankannya, karena mereka melihat dari sudut sosiologis den antropologis, bukan dari sudut
ekonomis dan yuridis.

Kondidis ini dimasa mendatang akan menjadi lebih komkpleks lagi dan perlu adanya pertimbangan yang
mendasar untuk mempertahankan eksistensinya. Untuk mengatasinya agar sesuai dengan cita-cita UUPA,
yai_tu adanya kepastian hukum, maka setiap pemilikan tanah harus didaftarkan, dan setiap tanah harus
dikerjakan secara aktif sehingga bisa menjadi sumber kehidupan yang layak, maka perlu mel aksanakan
beberapa kebijakan antara lain: penyuluhan, penyerderhanaan sistem, dan membuat sertifikat khusus. Dalam
pel aksanaannya harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pejabat formal, dan informal, serta
instansi terkait.
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